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Abstrak
Makalah kebijakan ini menguraikan tentang bagaimana salah satu misi Kementerian Agama 
RI tahun 2025-2029 adalah “meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang 
moderat dan berorientasi kepada kemaslahataan” disandingkan dengan program Outlook 
Kementerian Agama 2024, yaitu memenangkan persaingan digital dapat terealisasi sebagai 
bentuk rekomendasi pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tahun 
2024. Tujuan makalah kebijakan ini adalah membahas potensi manajemen digitalisasi sebagai 
rencana aksi (action plan) serta strategi Kementerian Agama dalam memanfaatkannya untuk 
integrasi sistem informasi keagamaan berbasis digital. Dengan pendekatan metode kualitatif, 
makalah kebijakan ini menekankan pada metode deskriptif-analisis dengan menganalisis data 
sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen resmi Keme-
nag. Secara garis besarnya, hasil/data analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa manajemen 
digitalisasi terbukti efektif dalam menyebarkan pesan dakwah dan edukasi kepada masyarakat 
luas, terutama generasi muda yang aktif di dunia digital. Kementerian Agama memiliki peluang 
besar untuk memanfaatkan manajemen digitalisasi sebagai alat untuk memperkuat moderasi 
beragama, meningkatkan literasi keagamaan, dan membangun citra positif agama di era digital. 
Adapun alternatif kebijakannya adalah mengembangkan konten integrasi informasi keagama-
an yang menarik dan inovatif, melibatkan seluruh aspek integrasi Kementerian Agama serta 
memanfaatkan paltfrom digital yang popular serta melakukan kolaborasi dengan influencer 
dan komunitas agama. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan ini me-
miliki peran strategis untuk mencapai pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara maksi-
mal. Dari hasil analisis tersebut, penulis merekomendasikan kepada seluruh steakholder untuk 
mengembangkan manajemen digitalisasi dalam setiap kegiatannya.
Kata Kunci:	 Dakwah Digital; Edukasi Agama; Kemenag, Moderasi Beragama; Outlook 

2024;Podcast Religi

Abstract
This policy paper describes how one of the missions of the Indonesian Ministry of Religious 
Affairs for 2025-2029 is to "improve the understanding and practice of moderate and wel-
fare-oriented religious teachings" in conjunction with the Ministry of Religious Affairs' 2024 
Outlook program, namely winning the digital competition can be realized as a form of recom-
mendation at the 2024 Ministry of Religious Affairs National Working Meeting (Rakernas). 
The purpose of this policy paper is to discuss the potential of digitalization management as 
an action plan and the Ministry of Religious Affairs' strategy in utilizing it for the integration 
of digital-based religious information systems. With a qualitative approach, this policy pa-
per emphasizes the descriptive-analytical method by analyzing secondary data from various 
sources, such as scientific journals, news articles, and official documents of the Ministry of 
Religious Affairs. In general, the results/data of this policy analysis show that digitalization 
management has proven effective in spreading messages of preaching and education to the 
broader community, especially the younger generation who are active in the digital world. 
The Ministry of Religious Affairs has a great opportunity to utilize digitalization management 
as a tool to strengthen religious moderation, increase religious literacy, and build a positive 
image of religion in the digital era. The alternative policy is to develop interesting and in-
novative religious information integration content, involving all aspects of the Ministry of 
Religion's integration utilizing popular digital platforms and collaborating with influencers 
and religious communities. Thus, the author concludes that this policy has a strategic role in 
achieving maximum religious services to the community. From the results of this analysis, 
the author recommends that all stakeholders develop digitalization management in all their 
activities.
Keywords:	 Digital Preaching; Religious Education; Ministry of Religious Affairs, Religio-

us Moderation; Outlook 2024; Religious Podcast
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PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Era digital telah mengubah cara manusia 
dalam berkomunikasi, mengakses informa-
si, dan bahkan beragama. Di tengah arus in-
formasi yang deras dan beragama, moderasi 
agama, dan literasi digital menjadi kunci 
dalam menjaga keharmonisan dan persatu-
an bangsa.

Berdasarkan hasil kajian Pew Research Cen-
ter tentang proyeksi pertumbuhan populasi 
global pada 2010-2050, populasi Muslim di 
dunia secara keseluruhan akan meningkat 
pesat dari 23,2% menjadi 29,7%. Dalam pe-
riode yang sama, Indonesia mendapatkan 
bonus demografi – yakni ketika umumnya 
penduduk dunia menua, Indonesia berlim-
pah warga berusia produktif dan mayoritas 
beragama Islam. Ini belum terhitung dias-
pora Indonesia yang tersebar di seantero 
dunia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 
bagi pemerintah terutama Kementeran Aga-
ma terutama di era digital (Saputri, 2020).

Teknologi digital memperluas kemampuan 
komunikasi dan keterhubungan antarindi-
vidu. Orang dapat terhubung dengan orang 
lain di seluruh dunia, menjalin hubungan 
sosial, dan berbagi pengalaman dengan ce-
pat dan mudah melalui media sosial dan ap-
likasi pesan instan.

Masyarakat di era digital memiliki identi-
tas digital yang terbentuk melalui aktivitas 
online mereka. Identitas digital mencakup 
profil media sosial, reputasi online, dan ak-
tivitas digital lainnya (Andriyana & Adrian, 
2024).

Cara orang dilihat dan berinteraksi dalam 
masyarakat. era digital juga mengusung isu 
privasi dan keamanan. Data pribadi sering-
kali dikumpulkan, disimpan, dan diguna-
kan oleh perusahaan.

Kemajuan teknologi komunikasi telah me-
lunturkan batas-batas teritorial dan kontak 
fisik yang digantikan dengan tautan digital. 
Kemajuan teknologi juga memberikan ke-
mudahan bagi manusia dalam menjalani 
kehidupan. Namun tidak menutup kemung-
kinan, di balik kemudahan-kemudahan 
tersebut juga mengakibatkan dampak seri-
us bagi manusia khususnya pada generasi 
muda, misalnya keseringan menggunakan 
media sosial berakibat pada munculnya si-
fat malas belajar, kurangnya sosialisasi dan 
kepekaan terhadap lingkungan sekitar, in-
toleran, individualistis, dan kurang sopan 
dalam tutur kata.

Hal ini dikarenakan kurangnya adab serta 
wawasan dalam ber sosial media yang baik. 
Di samping itu, media sosial juga mampu 
mengganggu pandangan kita dalam mode-
rasi beragama dengan beredarnya konten-
-konten propaganda dan ujaran kebencian 
(Mubarok & Sunarto, t.t.).

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki 
visi “Terwujudnya masyarakat yang Cer-
das dan masalahat Menuju Indonesia Emas 
2045”. Salah satu strategi yang diusung ada-
lah peningkatan kualitas tata  Kelola peme-
rintah yang efektif, transparan, dan akun-
tabel. Sesuai arahan Menteri Agama untuk 
program 2025 salah satu yang menjadi kon-
sen terpenting dalam kepemimpinannya 
adalah integrasi sistem informasi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 
beberapa masalah utama yang dihadapi da-
lam integrasi system informasi, antara lain:

1.	 Kualitas data yang buruk; hal ini dika-
renakan data yang sama tersimpan di 
tempat yang berbeda. Data yang tidak 
akurat atau tidak relevan dengan kon-
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teksnya dan Informasi penting yang hi-
lang atau tidak tercatat.

2.	 Kurangnya standarisasi; hal ini disebab-
kan karena setiap sistem menggunakan 
format data yang berbeda, sehingga su-
lit untuk mengintegrasikan data serta 
penggunaan istilah yang berbeda untuk 
mewakili konsep yang sama.

3.	 System yang tidak compatible; hal ini 
disebabkan karena sistem yang diba-
ngun dengan teknologi yang berbeda 
sulit untuk diintegrasikan dan antar-
muka antara sistem tidak dirancang un-
tuk bekerja sama.

4.	 Kompleksitas integrasi; semakin ba-
nyak sistem yang perlu diintegrasikan, 
semakin kompleks prosesnya serta per-
ubahan pada satu sistem dapat berdam-
pak pada sistem lainnya.

5.	 Resistensi akan perubahan; karyawan 
atau pegawai mungkin merasa tidak 
nyaman dengan perubahan dan resis-
tan terhadap sistem baru, karena bu-
daya organisasi yang kaku dapat meng-
hambat adopsi teknologi baru.

6.	 Kurangnya SDM; tidak semua organi-
sasi memiliki tenaga IT yang memiliki 
keterampilan yang diperlukan untuk 
melakukan integrasi.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini 
justru menunjukkan dampak negatif dari 
platform digital dikarenakan belum ada-
nya regulasi dan tata kelola yang baik dalam 
penyebaran atau pengimplementasiannya, 
sehingga dampak yang terjadi adalah sering 
terjadi perpecahan dan polarisasi di tengah-
-tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satu penyebab permasalahan tersebut 
adalah kurangnya dialog dan toleransi. Da-
lam praktiknya, dialog dan toleransi di era 

globalisasi semakin terhubung, perbedaan 
dalam hal keyakinan, budaya, dan pandang-
an politik semakin menonjol. Namun, alih-
alih menjadi ajang untuk saling belajar dan 
memahami, perbedaan ini justru seringkali 
memicu perselisihan dan konflik. Kurang-
nya ruang untuk berdialog secara terbuka 
dan saling menghormati menyebabkan po-
larisasi sosial yang semakin dalam.

Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama 
(KUB) yang diterbitkan oleh Puslitbang Bi-
mas Agama dan Layanan Keagamaan, tole-
ransi merupakan salah satu indikator paling 
signifikan untuk menciptakan kerukunan 
umat beragama, yaitu sebuah kondisi ke-
hidupan umat beragama yang berinterak-
si secara harmonis, toleran, damai, saling 
menghargai, dan menghormati perbedaan 
agama dan kebebasan menjalankan ibadat 
masing-masing (Peneliti, t.t.).

Hasil survei Balitbang Diklat Kementerian 
Agama menurut data terbaru, IKUB 2024 
mencatat skor 76,47, yang mencerminkan 
peningkatan  dari tahun sebelumnya, yaitu 
76,02 pada 2023. Jika dibandingkan de-
ngan lima tahun terakhir, peningkatan ini 
semakin terasa. Pada 2022, IKUB berada di 
angka 73,09, setelah sebelumnya pada 2021 
berada di 72,39. Tren peningkatan ini kon-
sisten sejak 2018, di mana IKUB berada di 
angka 70,90 dan meningkat menjadi 73,83 
pada 2019 (Peneliti, t.t.).

Sejalan dengan survei IKUB, hasil survei 
dari Indikator Politik Indonesia yang dirilis 
pada 4 Oktober 2024 juga memperlihatkan 
apresiasi publik terhadap kinerja pemerin-
tah dalam menjaga toleransi beragama. Se-
banyak 86% responden menyatakan bahwa 
toleransi keberagamaan di Indonesia pada 
era pemerintahan Presiden Joko Widodo 
berada dalam kondisi baik dan tinggi (Mu-
haram, 2020).

---Strategi Manajemen Digitalisasi: Sebagai Aksi Integrasi Sistem...  [Andi Sugiharta]; Halaman 411-428---
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Meskipun ada peningkatan dari tahun ke 
tahun, permasalahan toleransi ini menjadi 
problem yang harus diurai. Untuk menga-
tasi masalah kurangnya dialog dan toleran-
si, diperlukan upaya bersama dari seluruh 
komponen masyarakat. Pemerintah, lem-
baga pendidikan, tokoh agama, dan media 
massa memiliki peran penting dalam mem-
fasilitasi dialog dan mendorong sikap tole-
ransi. Selain itu, setiap individu juga perlu 
berperan aktif dalam membangun lingkung-
an yang inklusif dan saling menghormati.

Selain itu, permasalahan perpecahan dan 
polarisasi dikarenakan adanya subjektifi-
tas dalam interprestasi. Subjektivitas ini 
bagaikan lensa kacamata yang dikenakan. 
Lensa yang berbeda akan menghasilkan 
pandangan yang berbeda pula terhadap ob-
jek yang sama. Misalnya, seorang seniman 
akan melihat sebuah lukisan dengan cara 
yang berbeda dari seorang kritikus seni. Se-
orang ilmuwan akan menganalisis sebuah 
fenomena alam dengan pendekatan yang 
berbeda dari seorang filsuf. Subjektivitas ini 
tidak selalu buruk, justru seringkali menja-
di sumber kreativitas dan inovasi. Namun, 
perlu waspada agar subjektivitas tidak me-
ngaburkan fakta dan menghambat pema-
haman yang objektif.

Venn Diagram yang dibuat oleh Suhlle ahn 
di tahun 2018 membuat diagram tentang 
subjektifitas interprestasi ini, di mana ada 
beberapa unsur dalam pengimplementa-
siannya antara lain cultural dimensions, 
systemic factors, relationality, personal 
contextual factor, dan *Isms (Tamang, t.t.), 
Sebagaimana ditunjukkan dalam diagram 
di bawah ini:

Selanjutnya, identifikasi masalah berkaitan 
dengan perpecahan dan polarisasi di dalam 
masyarakat dikarenakan sistem informasi 
keagamaan adalah kurangnya peran media 
digital dalam informasi keagamaan terse-
but.

Hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta di 
tahun 2017 menunjukkan bahwa internet 
berpengaruh besar terhadap meningkatnya 
intoleransi pada generasi milennial atau 
generasi Z. Siswa dan mahasiswa yang ti-
dak memiliki akses internet lebih memiliki 
sikap moderat dibandingkan mereka yang 
memiliki akses internet (Andriyana & Adri-
an, 2024).

Padahal, mereka yang memiliki akses in-
ternet sangat besar, yaitu sebanyak 84,94%, 
sisanya 15,06% siswa/mahasiswa tidak me-
miliki akses internet. Rupanya, generasi 
milennial lebih mengandalkan dunia maya 
sebagai sumber belajar agama. Sebanyak 
54,37% siswa dan mahasiswa belajar penge-
tahuan tentang agama dari internet, baik 
itu media sosial, blog, maupun website (RI, 
2019: 90).

Dari survey di atas, dapat di pahami bah-
wa dampak menyebarkan ujaran kebencian 
dan hoax, selain berdampak pada tindakan 
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pidana juga dapat merusak tatanan masya-
rakat khususnya dalam hal moderasi bera-
gama.

Berdasarkan akar masalah tersebut, maka 
problem statement yang di-highlight dalam 
policy paper ini adalah kurangnya peran 
media digital informasi keagamaan dikare-
nakan belum adanya standarisasi dan re-
gulasi yang terintegrasi, sehingga menye-
babkan Banyaknya Perbedaan interprestasi 
informasi keagamaan dan pada akhirnya 
akan memicu perpecahan dan polarisasi di 
dalam masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Policy paper ini bertujuan untuk mendes-
kripsikan strategi yang tepat bagi Kemenag 
dalam memanfaatkan platform digital seba-
gai alat dakwah dan edukasi di era digital. 
Dengan strategi yang tepat, platform digital 
dapat menjadi solusi dalam menyebarkan 
pesan agama yang moderat dan mencerah-
kan kepada khalayak luas, khususnya gene-
rasi muda, dan membantu Kemenag men-
capai target program Outlook 2024.

Policy paper ini diharapkan dapat membe-
rikan manfaat bagi berbagai pihak, terma-
suk Kemenag, masyarakat, generasi muda, 
tokoh agama, dan pemerintah. Dengan im-
plementasi yang tepat, podcast religi dapat 
menjadi alat yang efektif dalam menyebar-
kan pesan agama yang moderat dan mence-
rahkan, serta membantu Kemenag menca-
pai target program Outlook 2024.

Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini memberikan landasan 
yang kuat untuk melakukan kajian tentang 
manajemen digitalisasi dan informasi kea-

gamaan. Dengan menggabungkan berbagai 
teori yang relevan, kajian ini dapat mengha-
silkan insights yang bermanfaat bagi Keme-
nag dalam mengembangkan strategi inte-
grasi informasi keagamaan yang efektif dan 
efesien di era digital.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam ka-
jian ini adalah kombinasi dari beberapa teo-
ri yang relevan dengan topik manajemen di-
gitalisasi dan informasi keagamaan, antara 
lain: Pertama, teori difusi inovasi, di mana 
teori ini menjelaskan bagaimana inovasi, se-
perti: manajemen digitalisasi, diadopsi, dan 
disebarkan di masyarakat. Teori ini mene-
kankan pada peran komunikasi, kecocokan 
dengan kebutuhan, dan pengaruh sosial da-
lam proses difusi (Muntaha & Amin, 2023).

Kedua, teori uses and gratifications, yaitu 
teori ini menjelaskan bagaimana individu 
menggunakan media, seperti integrasi in-
formasi keagamaan, untuk memenuhi ke-
butuhan dan keinginan mereka. Teori ini 
berfokus pada motivasi dan keuntungan 
yang diperoleh individu dari penggunaan 
media.

Ketiga, teori framing, yaitu teori yang 
menjelaskan bagaimana cara penyajian in-
formasi dapat memengaruhi cara pandang 
individu terhadap suatu isu. Dalam konteks 
manajemen digitalisasi, framing dapat me-
mengaruhi bagaimana masyarakat mema-
hami agama dan nilai-nilainya.

Keempat, teori dakwah. Teori dakwah mem-
bahas tentang strategi dan metode penyam-
paian pesan agama kepada khalayak. Teori 
ini dapat membantu dalam mengembang-
kan konten manajemen digitalisasi yang 
efektif dan menarik bagi target audiens.

Kelima, teori komunikasi digital. Teori ini 
menjelaskan tentang karakteristik dan pe-
ngaruh komunikasi digital dalam masyara-

---Strategi Manajemen Digitalisasi: Sebagai Aksi Integrasi Sistem...  [Andi Sugiharta]; Halaman 411-428---
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kat. Teori ini dapat membantu dalam me-
mahami bagaimana manajemen digitalisasi 
dapat digunakan untuk menyebarkan pesan 
agama di era digital.

Kemudian dari beberapa kerangka teoritis 
ini akan membantu penulis dalam mema-
hami bagaimana manajemen digitalisasi da-
pat diadopsi dan disebarkan di masyarakat 
dan mengembangkan konten manajemen 
digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan 
dan keinginan masyarakat.

Kerangka teoritis ini juga menyajikan in-
formasi agama dengan cara yang menarik 
dan mudah dipahami, memilih platform 
dan strategi yang tepat untuk menyebarkan 
manajemen digitalisasi serta mengevaluasi 
efektivitas manajemen digitalisasi dalam 
menyebarkan pesan agama.

Kerangka Konseptual

Selanjutnya, kerangka konseptual merupa-
kan representasi visual dari konsep-konsep 
utama yang terkait dengan kajian dalam po-
licy paper dan hubungan di antara mereka 
(Uno & Nina Lamatenggo, 2022).

Paling tidak, ada empat kerangka konseptu-
al yang diusulkan untuk kajian dalam policy 
paper  ini: Pertama, komponen utama ter-
diri dari dua konspetual, yaitu berkaitan de-
ngan manajemen digitalisasi dan Program 
Outlook Kemenag 2024: yang merupakan 
program Kemenag yang memiliki target un-
tuk integrasi sistem informasi.

Kedua, hubungan antarkomponen di anta-
ranya manajemen digitalisasi merupakan 
salah satu alat informasi keagamaan. Infor-
masi keagamaan diharapkan dapat mem-
bantu Kemenag mencapai target Program 
Outlook Kemenag 2024, Manajemen digita-

lisasi dapat diakses oleh Masyarakat melalui 
berbagai platform digital serta masyarakat 
dapat memberikan umpan balik terhadap 
manajemen digitalisasi.

Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi 
terdiri dari kualitas konten, platform distri-
busi, promosi serta evaluasi.

Keempat, kerangka konseptual ini mem-
bantu untuk memahami peran manajemen 
digitalisasi dalam informasi keagamaan, 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mem-
pengaruhi efektivitas manajemen digitali-
sasi, merumuskan strategi yang tepat un-
tuk mengembangkan dan mempromosikan 
manajemen digitalisasi serta mengevaluasi 
efektivitas manajemen digitalisasi dalam 
mencapai target Program Outlook Kemenag 
2024.

METODOLOGI

Penulisan artikel ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan analisis deskriptif. Bogdan dan 
Biklen (Rukajat, 2018) berpendapat bahwa 
pendekatan analisis deskriptif adalah pen-
dekatan yang paling umum digunakan da-
lam kajian dalam policy paper kualitatif.

Pendekatan ini menekankan pada pema-
haman makna dari fenomena yang diteliti, 
bukan hanya sekadar mendeskripsikannya. 
Pendekatan ini digunakan untuk kajian da-
lam policy paper  yang bertujuan untuk me-
mahami fenomena sosial secara mendalam. 

Rachmat Kriyantono (Kriyantono & Sos, 
2015) berpendapat bahwa metode kualitatif 
dengan pendekatan analisis deskriptif ada-
lah metode yang tepat untuk kajian dalam 
policy paper  yang bertujuan untuk mema-
hami fenomena sosial secara holistik. Me-
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tode ini dapat digunakan untuk memahami 
fenomena sosial tersebut dari berbagai su-
dut pandang.

Metode pendekatan yang digunakan di atas 
untuk mendapatkan data yang relevan de-
ngan masalah yang menjadi objek kajian ini 
serta untuk dapat menggambarkan perma-
salahan di lapangan secara objektif, yaitu 
bagaimana podcast dapat memenangkan 
pertarungan digital di Kementerian Agama. 

Dari data tersebut, kemudian dianalisis per-
masalahan yang dihadapi sesuai fakta yang 
terjadi. Informasi-informasi yang diperlu-
kan sebagai upaya dalam menganalisis per-
masalahan diperoleh dari data-data primer, 
dengan menggunakan metode deskriptif 
serta analisis data sekunder.

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa In-
depth interview adalah metode yang paling 
sering digunakan dalam kajian dalam poli-
cy paper kualitatif. Metode ini memungkin-
kan peneliti untuk mendapatkan informasi 
mendalam dari responden. In-depth inter-
view dapat digunakan untuk memahami 
motivasi, pengalaman, dan persepsi respon-
den (Rukajat & Makbul, t.t.).

Pengujian pendekatan deskriptif kualitatif 
pada penulisan artikel ini dilakukan secara 
non statistik, yaitu dengan penjelasan ar-
gumentatif yang memuat proses penalaran 
dan penafsiran logis.

Metode deskriptif adalah suatu prosedur 
dalam memecahkan masalah yang diseli-
diki, yaitu dengan menggambarkan/melu-
kiskan keadaan subjek atau objek bersang-
kutan pada saat sekarang yang berdasarkan 
pada fakta-fakta yang tampak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam policy paper ini antara 
lain karakteristik manajemen digitalisasi 
Kemenag, di mana integrasi informasi ke-
agamaan ini memiliki kualitas yang baik, 
dengan narasi yang jelas, mudah dipahami, 
dan sesuai dengan target audiens.

Hasil policy paper ini juga diharapkan 
mampu menghasilkan efektivitas integrasi 
informasi keagamaan, sehingga cukup efek-
tif dalam menyebarkan pesan agama, me-
ningkatkan literasi agama masyarakat, dan 
memperkuat moderasi agama dan toleran-
si. Salah satu teori untuk pembahasan yang 
penulis angkat adalah Teori Analisa Incre-
mentalism.

Menurut Irfan Islamy (Suwitri, 2008), teori 
incrementalism menjelaskan bahwa pem-
buat kebijakan cenderung membuat per-
ubahan kecil dan bertahap pada kebijakan 
yang ada. Hal ini didorong oleh beberapa 
faktor; pertama, seperti ketidakpastian di 
mana pembuat kebijakan tidak selalu yakin 
tentang solusi terbaik untuk suatu masalah, 
sehingga mereka lebih memilih untuk mem-
buat perubahan kecil yang dapat diubah de-
ngan mudah jika diperlukan.

Faktor kedua, yaitu tekanan politik, di mana 
pembuat kebijakan sering kali dihadap-
kan pada tekanan dari berbagai kelompok 
yang memiliki kepentingan berbeda. Untuk 
menghindari konflik, mereka mungkin me-
milih untuk membuat perubahan kecil yang 
dapat diterima oleh semua pihak.

Faktor ketiga adalah keterbatasan sumber 
daya, di mana pembuat kebijakan biasanya 
memiliki sumber daya yang terbatas, se-

---Strategi Manajemen Digitalisasi: Sebagai Aksi Integrasi Sistem...  [Andi Sugiharta]; Halaman 411-428---
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hingga mereka tidak dapat membuat peru-
bahan besar yang memerlukan banyak bia-
ya.

Teori incrementalism ini dapat diterapkan 
untuk menganalisis manajemen digitalisasi 
sebagai alat integrasi informasi keagamaan 
dalam beberapa hal (Department of Public 
Administration Brawijaya University, East 
Java, Indonesia dkk., 2024): Pertama, kon-
ten integrasi informasi keagamaan antara 
lain: perubahan bertahap: konten manaje-
men digitalisasi dapat diubah secara ber-
tahap untuk meningkatkan daya tarik dan 
efektivitasnya; format baru: integrasi in-
formasi keagamaan dapat bereksperimen 
dengan format baru, seperti video integrasi 
informasi keagamaan, live streaming, dan 
sesi tanya jawab interaktif. Topik yang re-
levan: integrasi informasi keagamaan dapat 
membahas topik yang relevan dengan kehi-
dupan sehari-hari dan kebutuhan audiens.

Kedua, platform dan distribusi, antara lain: 
memanfaatkan platform baru, yakni  inte-
grasi informasi keagamaan dapat didistri-
busikan di platform baru, seperti TikTok, 
Instagram Reels, dan Spotify, Kolaborasi 
yakni integrasi informasi keagamaan da-
pat berkolaborasi dengan influencer dan 
lembaga agama lainnya untuk memperluas 
jangkauan serta promosi tertarget, yakni 
integrasi informasi keagamaan dapat dipro-
mosikan secara tertarget kepada audiens 
yang potensial.

Ketiga, interaksi dan umpan balik, antara 
lain fitur interaktifm yaitu integrasi infor-
masi keagamaan dapat menambahkan fitur 
interaktif, seperti polling, kuis, dan sesi ta-
nya jawab. Kanal umpan balik, yaitu inte-
grasi informasi keagamaan dapat menye-
diakan kanal untuk audiens memberikan 
feedback dan saran serta riset dan survey, 

yaitu integrasi informasi keagamaan dapat 
melakukan riset dan survei untuk mema-
hami preferensi dan kebutuhan audiens.

Keempat, kapasitas dan kolaborasi, antara 
lain pelatihan SDM, yaitu integrasi informa-
si keagamaan dapat mengadakan pelatihan 
untuk meningkatkan skill dan knowledge 
SDM dalam produksi integrasi informasi 
keagamaan. Kerja sama, yaitu integrasi in-
formasi keagamaan dapat menjalin kerja 
sama dengan lembaga pendidikan, influ-
encer, dan komunitas agama serta jejaring 
internasional, yaitu integrasi informasi kea-
gamaan dapat membangun jejaring dengan 
lembaga informasi keagamaan di luar nege-
ri.

Kelima, evaluasi dan inovasi antara lain 
monitoring dan evaluasi, yaitu integrasi in-
formasi keagamaan dapat melakukan mo-
nitoring dan evaluasi secara berkala untuk 
mengukur efektivitasnya. Pemanfaatan tek-
nologi Artifial Intelligence (AI), yaitu inte-
grasi informasi keagamaan dapat memanfa-
atkan teknologi AI untuk menganalisis data 
audiens dan personalisasi konten serta ino-
vasi format dan konten, yaitu integrasi in-
formasi keagamaan dapat terus berinovasi 
dalam format dan konten untuk mengikuti 
tren digital dan kebutuhan audiens.

Dengan menerapkan teori incrementalism, 
manajemen digitalisasi dapat berkembang 
secara bertahap dan menjadi alat peme-
nangan digital yang efektif bagi lembaga 
agama.

Penting untuk dicatat bahwa teori incre-
mentalism memiliki beberapa keterbatas-
an: Pertama, teori ini tidak menjelaskan 
bagaimana perubahan kebijakan yang sig-
nifikan dapat terjadi. Kedua, teori ini tidak 
memperhitungkan faktor-faktor, seperti pe-
ngaruh politik dan kompleksitas masalah.
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Pembahasan tentang integrasi informasi 
keagamaan berdasarkan teori incrementa-
lism yang telah dijabarkan di atas, penulis 
akan memproyeksikannya menggunakan 
metode “Konsep Dasar Model DeLone dan 
McLean”, di mana model ini mengusulkan 
bahwa keberhasilan sistem informasi tidak 
hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga 
dari perspektif pengguna dan organisasi.

Di tahun 1992, William H. DeLone dan Eph-
raim R. McLean membuat model yang dapat 
mempengaruhi hasil dari sistem informasi, 
enam dimensi tersebut meliputi: system 
quality, information quality, use, user sa-
tisfaction, individual impact, dan organi-
zational impact. Dengan model ini akan 
menerangkan bagaimana kualitas sistem 
dapat mempengaruhi penggunaan sistem 
dan kepuasan pengguna. Selain itu, kuali-
tas dari sebuah informasi juga berpengaruh 
pada penggunaan dan kepuasan pengguna. 
Di mana hal ini berpengaruhi pada indivi-
dual impact dan dampaknya akan mempe-
ngaruhi organizational impact (STMIK Wi-
duri dkk., 2021).

Dalam Model DeLone dan McLean (Yuliana, 
t.t.) ini, hubungan antara masing-masing 
konstruksi yang dibangun meliputi:

1.	 Kualitas sistem serta kualitas informa-
si mempengaruhi, baik dari segi peng-
gunaan (use) dan kepuasan pengguna 
(user satisfaction).

2.	 Penggunaan (use) dapat memberikan 
pengaruh terhadap nilai dari kepuasan 
pengguna secara positif dan negatif. 

3.	 Penggunaan (use) dan kepuasan pe-
makai (user satisfaction) berpengaruh 
pada individual (individual impact).

4.	 Penggunaan (use) dan kepuasan pema-
kai (user satisfaction) berdampak pada 
organisasi (organizational impact).

Secara garis besar, Model DeLone dan Mc-
Lean ini dapat dipahami pada bagan berikut 
di bawah ini (Yuliana, t.t.):

Adapun keunggulan Model DeLone dan Mc-
Lean sebagai berikut:

1.	 Komprehensif: Model ini mencakup 
berbagai aspek keberhasilan sistem in-
formasi, mulai dari aspek teknis hingga 
dampak terhadap organisasi.

2.	 Fleksibilitas: Model ini dapat disesuai-
kan dengan berbagai konteks dan jenis 
sistem informasi.

3.	 Mudah dipahami: Konsep-konsep da-
lam model ini relatif mudah dipahami 
dan diimplementasikan.

4.	 Banyak digunakan: Model ini telah ba-
nyak digunakan dalam penelitian dan 
praktik, sehingga terdapat banyak refe-
rensi dan alat bantu yang tersedia.

Selanjutnya, Model DeLone dan McLean 
dapat diterapkan dalam berbagai tahap sik-
lus hidup sistem informasi, mulai dari pe-
rencanaan, pengembangan, implementasi, 
hingga evaluasi. Model ini dapat digunakan 
untuk:

1.	 Merencanakan dan merancang sistem 
informasi: Dengan mengidentifikasi ke-
butuhan pengguna dan tujuan organi-
sasi.

---Strategi Manajemen Digitalisasi: Sebagai Aksi Integrasi Sistem...  [Andi Sugiharta]; Halaman 411-428---
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2.	 Mengevaluasi sistem informasi yang 
sudah ada: Untuk mengidentifikasi area 
yang perlu diperbaiki dan meningkat-
kan kinerja sistem.

3.	 Membandingkan kinerja sistem infor-
masi yang berbeda: Untuk memilih 
sistem yang paling sesuai dengan kebu-
tuhan organisasi.

Model DeLone dan McLean yang telah kita 
bahas sebelumnya dapat menjadi kerangka 
kerja yang sangat berguna untuk mengukur 
keberhasilan sistem informasi keagamaan. 
Dengan sedikit penyesuaian, keenam kon-
struksi dalam model ini dapat diterapkan 
secara spesifik untuk mengukur keberhasil-
an integrasi informasi keagamaan.

Kemudian apabila mengacu kepada bagan 
konstruksi Model DeLone dan McLean, in-
tegrasi informasi keagamaan dapat dijabar-
kan melalui bagan sebagai berikut (Yuliana, 
t.t.):

Dalam Model DeLone dan McLean ini, hu-
bungan antara masing-masing konstruksi 
yang dibangun dalam konteks integrasi in-
formasi keagamaan meliputi (Yuliana, t.t.):

1.	 Kualitas informasi keagamaan akan 
mempengaruhi intensitas penggunaan 
dan kepuasan pengguna informasi kea-
gamaan.

2.	 Kualitas sistem keagamaan akan mem-
pengaruhi intensitas penggunaan dan 
kepuasan pengguna informasi keaga-
maan.

3.	 Kualitas pelayanan keagamaan akan 
mempengaruhi intensitas penggunaan 
dan kepuasan pengguna informasi kea-
gamaan.

4.	 Penggunaan sistem informasi keagama-
an akan mempengaruhi kepuasan peng-
guna sehingga memaksimalkan peman-
faatan system informasi keagamaan.

5.	 Kepuasan pengguna akan mempenga-
ruhi intensitas penggunaan sehingga 
memaksimalkan pemanfaatan sistem 
informasi keagamaan.

6.	 Pemanfaatan system informasi keaga-
maan yang maksimal akan berpenga-
ruh kepada intensitas penggunaan dan 
kepuasan pengguna.

Selanjutnya, setelah melakukan konstruksi 
berdasarkan bagan tersebut di atas,  penye-
suaian yang dapat dilakukan dalam integra-
si informasi keagamaan khususnya di  Ke-
menterian Agama adalah:

1.	 Kualitas sistem; di antaranya: (a) ke-
akuratan data keagamaan, yakni data 
yang disajikan harus akurat dan sesu-
ai dengan sumber-sumber keagamaan 
yang terpercaya; (b) kemudahan akses 
yakni sistem harus mudah diakses oleh 
pengguna dengan berbagai tingkat lite-
rasi digital dan keamanan data, yakni 
sistem harus menjaga kerahasiaan data 
pribadi pengguna dan integritas data 
keagamaan.

2.	 Kualitas informasi; di antaranya: (a) re-
levansi, yakni informasi yang disajikan 
harus relevan dengan kebutuhan spiri-
tual dan intelektual pengguna; (b) ke-
dalaman yakni informasi harus cukup 
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mendalam untuk memenuhi kebutuh-
an pengguna yang berbeda-beda; dan 
(c) ketersediaan, yakni informasi harus 
tersedia dalam berbagai format dan ba-
hasa yang mudah dipahami.

3.	 Penggunaan; di antaranya: (a) frekuensi 
akses, yakni seberapa sering pengguna 
mengakses sistem untuk mendapatkan 
informasi keagamaan; (b) jenis infor-
masi yang diakses, yakni jenis informasi 
keagamaan apa saja yang paling sering 
diakses; dan (c) durasi penggunaan, 
yakni lama waktu yang dihabiskan 
pengguna dalam mengakses sistem.

4.	 Kepuasan pengguna; di antaranya: (a) 
kepuasan terhadap konten, yakni se-
berapa puas pengguna dengan kuali-
tas konten keagamaan yang disajikan; 
(b) kepuasan terhadap tampilan, yakni 
Seberapa puas pengguna dengan tam-
pilan; dan (c) desain sistem serta kepu-
asan terhadap layanan, yakni seberapa 
puas pengguna dengan layanan yang 
disediakan, seperti layanan konsultasi 
atau komunitas online.

5.	 Dampak Individu; di antaranya: (a) 
peningkatan pengetahuan keagama-
an, yakni seberapa besar peningkatan 
pengetahuan keagamaan pengguna se-
telah menggunakan sistem; (b) pengu-
atan iman, yakni seberapa besar sistem 
membantu memperkuat iman dan spi-
ritualitas pengguna; serta (c) perubahan 
perilaku, yakni apakah sistem berhasil 
mengubah perilaku pengguna menjadi 
lebih baik sesuai dengan ajaran agama.

6.	 Dampak organisasi; di antaranya: (a) 
peningkatan partisipasi dalam kegiatan 
keagamaan, yakni apakah sistem berha-
sil meningkatkan partisipasi pengguna 
dalam kegiatan keagamaan; (b) pengu-
atan komunitas keagamaan, yakni apa-

kah sistem berhasil memperkuat hu-
bungan sosial antaranggota komunitas 
serta (c) peningkatan citra organisasi, 
yakni apakah sistem berhasil mening-
katkan citra organisasi keagamaan.

Kemudian dalam pengimplementasiannya 
konstruksi manajemen integrasi informasi 
ini terdapat beberapa tantangan-tantangan 
dalam penerapannya, antara lain:

1.	 Subjektivitas: beberapa konstruksi da-
lam model ini, seperti kepuasan peng-
guna dan dampak spiritual, bersifat 
subjektif dan sulit diukur secara kuan-
titatif.

2.	 Definisi keberhasilan: definisi keber-
hasilan sistem informasi keagamaan 
dapat bervariasi antar individu dan ke-
lompok.

3.	 Etika: kajian yang melibatkan aspek 
keagamaan harus memperhatikan as-
pek etika dan menghindari generalisasi 
yang berlebihan.

Selanjutnya, untuk mengukur kualitas in-
formasi keagamaan, dapat digunakan ber-
bagai metode, seperti:

1.	 Analisis konten: Menganalisis isi infor-
masi secara sistematis berdasarkan kri-
teria-kriteria yang telah ditentukan.

2.	 Survei: Mengumpulkan data dari peng-
guna mengenai persepsi mereka terha-
dap kualitas informasi yang mereka te-
rima.

3.	 Eksperimen: Melakukan eksperimen 
untuk menguji efektivitas informasi ter-
hadap pemahaman dan perilaku peng-
guna.

4.	 Peer Review: Mengajak para ahli agama 
untuk memberikan penilaian terhadap 
kualitas informasi

Kemudian ada beberapa faktor yang men-
dorong penggunaan digital dalam berbagai 

---Strategi Manajemen Digitalisasi: Sebagai Aksi Integrasi Sistem...  [Andi Sugiharta]; Halaman 411-428---
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aspek kehidupan (Karman, 2013), termasuk 
keberagamaan, yaitu: eksesibilitas, kenya-
manan, interaktivitas, jangkauan yang Luas 
generasi milenial, dan komunitas online.

Faktor lain yang turut mempengaruhi anta-
ra lain: keterjangkauan perangkat, literasi 
digital, dukungan pemerintah, dan organi-
sasi keagamaan.

Digitalisasi pada praktiknya telah mengu-
bah lanskap informasi secara drastik dan 
sistematis, termasuk dalam ranah informa-
si keagamaan. Akses terhadap berbagai in-
formasi  yang berkaitan dengan informasi 
keagamaan, kini hanya berjarak sentuhan 
layar. Namun, di balik kemudahan ini, ter-
dapat sejumlah tantangan yang perlu diper-
hatikan.

Salah satu tantangan utama adalah polarisa-
si informasi yang tidak akurat atau bahkan 
menyesatkan. Dengan begitu mudahnya si-
apa saja bisa memproduksi dan menyebar-
kannya, sehingga sulit untuk membedakan 
antara informasi yang kredibel dan tidak 
kridibel, sehingga berdampak kepada ke-
salahpahaman dan perpecahan di kalangan 
umat beragama. Selain itu, digitalisasi juga 
membuka peluang bagi penyebaran ujaran 
kebencian dan radikalisme yang mengatas-
namakan agama.

Di sisi lain, digitalisasi juga membawa se-
jumlah peluang besar. Teknologi digital da-
pat dimanfaatkan untuk meningkatkan ak-
ses masyarakat terhadap pendidikan agama 
yang berkualitas. Platform pembelajaran 
online, aplikasi seluler, dan media sosial da-
pat menjadi sarana yang efektif untuk me-
nyampaikan pesan-pesan keagamaan yang 
inklusif dan toleran. Selain itu, digitalisasi 
juga dapat memperkuat jaringan umat ber-
agama di seluruh dunia, memfasilitasi dia-

log antaragama, dan mendorong kerja sama 
dalam mengatasi berbagai tantangan global.

Untuk mengoptimalkan potensi positif dari 
digitalisasi informasi keagamaan, diper-
lukan kebijakan yang komprehensif dan 
kolaboratif. Pemerintah, lembaga keaga-
maan, dan masyarakat sipil perlu bekerja 
sama untuk menciptakan ekosistem digital 
yang sehat dan kondusif. Beberapa langkah 
yang dapat diambil antara lain: meningkat-
kan literasi digital masyarakat, mendorong 
produksi konten keagamaan yang berkuali-
tas, memperkuat regulasi untuk mencegah 
penyebaran informasi yang berbahaya, dan 
memfasilitasi dialog antaragama di ruang 
digital.

Dalam era digital yang semakin kompleks, 
pengelolaan informasi keagamaan menjadi 
semakin krusial. Dengan pendekatan yang 
tepat, digitalisasi dapat menjadi kekuatan 
yang positif dalam mempromosikan nilai-
-nilai keagamaan yang universal, seperti: 
toleransi, kasih sayang, dan perdamaian. 
Namun, kita juga harus waspada terhadap 
potensi negatifnya dan siap untuk mengha-
dapi tantangan yang muncul.

Pemerintah dalam hal ini, Kementerian 
Agama memiliki peran krusial dalam men-
ciptakan lingkungan digital yang sehat dan 
kondusif bagi perkembangan informasi ke-
agamaan. Berikut beberapa langkah spesifik 
yang dapat dilakukan:

1.	 Membuat regulasi yang komprehensif:
a.	 Perlindungan data pribadi: Mene-

tapkan regulasi yang kuat untuk 
melindungi data pribadi pengguna, 
terutama dalam konteks aplikasi 
keagamaan yang mengumpulkan 
data sensitif.

b.	 Pencegahan ujaran kebencian: 
Membuat aturan yang tegas untuk 
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mencegah penyebaran ujaran ke-
bencian, diskriminasi, dan konten 
yang mempromosikan kekerasan 
atas dasar agama.

c.	 Verifikasi akun: Meminta platform 
digital untuk memverifikasi identi-
tas pengguna, terutama untuk akun 
yang menyebarkan konten keaga-
maan, guna mencegah penyebaran 
informasi palsu.

2.	 Meningkatkan literasi digital:
a.	 Program edukasi: Meluncurkan 

program edukasi yang masif untuk 
meningkatkan literasi digital ma-
syarakat, terutama generasi muda, 
agar mampu membedakan infor-
masi yang benar dan hoaks.

b.	 Kemitraan dengan sekolah: Bekerja 
sama dengan sekolah untuk meng-
integrasikan literasi digital ke da-
lam kurikulum.

c.	 Kampanye sosialisasi: Melakukan 
kampanye sosialisasi secara ber-
kelanjutan melalui berbagai media 
untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya li-
terasi digital.

3.	 Mendukung pengembangan konten po-
sitif:
a.	 Insentif: Memberikan insentif ke-

pada pembuat konten keagamaan 
yang berkualitas, seperti subsidi 
atau dukungan teknis.

b.	 Platform pemerintah: Menyedia-
kan platform pemerintah yang da-
pat digunakan untuk menyebarkan 
konten keagamaan yang akurat dan 
terpercaya.

c.	 Kerja sama dengan tokoh agama: 
Bekerja sama dengan tokoh agama 
untuk menghasilkan konten keaga-
maan yang sesuai dengan nilai-nilai 
moderasi dan toleransi.

4.	 Memfasilitasi dialog antaragama:
a.	 Forum dialog: Menyelenggarakan 

forum dialog antaragama secara 
berkala untuk memperkuat persa-
tuan dan kesatuan bangsa.

b.	 Bantuan dana: Memberikan bantu-
an dana kepada organisasi-organi-
sasi yang aktif dalam mempromosi-
kan dialog antaragama.

c.	 Kemitraan dengan lembaga agama: 
Membangun kemitraan dengan 
lembaga agama untuk mengem-
bangkan program-program yang 
dapat mempererat hubungan anta-
rumat beragama.

5.	 Penguatan penegakan hukum:
a.	 Sanksi yang jelas: Menetapkan san-

ksi yang tegas bagi individu atau 
kelompok yang melanggar pera-
turan terkait penyebaran informasi 
keagamaan yang menyesatkan atau 
berbahaya.

b.	 Peningkatan kapasitas penegak 
hukum: Melakukan pelatihan bagi 
aparat penegak hukum untuk me-
ningkatkan kemampuan mereka 
dalam menangani kasus-kasus yang 
terkait dengan kejahatan di ruang 
digital.

ANALISIS KEBIJAKAN

Teori kebijakan tradisional, seperti rasi-
onalisme dan incrementalism, menawar-
kan kerangka kerja untuk memahami dan 
menganalisis proses pembuatan kebijakan 
(Suwitri, 2008). Namun, dalam dunia yang 
kompleks dan dinamis, teori-teori alternatif 
muncul untuk memberikan perspektif yang 
lebih komprehensif dan solusi yang lebih 
inovatif.

Adapun dalam konteks alternatif kebijakan 
yang dapat dipertimbangkan Kemenag un-

---Strategi Manajemen Digitalisasi: Sebagai Aksi Integrasi Sistem...  [Andi Sugiharta]; Halaman 411-428---
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tuk meningkatkan efektivitas manajemen 
digitalisasi sebagai bagian aksi dari integra-
si informasi keagamaan sebagai berikut:

1.	 Penguatan literasi digital keagamaan:
a.	 Program sertifikasi literasi digital: 

Memberikan sertifikasi bagi tokoh 
agama dan pendidik agama yang 
telah menguasai literasi digital un-
tuk menjamin kualitas informasi 
keagamaan yang disebarluaskan.

b.	 Kampanye literasi digital intensif: 
Melalui media sosial, media mas-
sa, dan kerja sama dengan influen-
cer agama, kampanye ini bertujuan 
meningkatkan kesadaran masyara-
kat akan pentingnya literasi digital 
dalam menghadapi hoaks dan in-
formasi yang menyesatkan.

c.	 Pengembangan kurikulum pendi-
dikan agama: Mengintegrasikan 
materi literasi digital ke dalam kuri-
kulum pendidikan agama di semua 
jenjang pendidikan.

2.	 Pemanfaatan teknologi untuk layanan 
haji dan umrah:
a.	 Aplikasi haji dan umrah pintar: 

Pengembangan aplikasi yang lebih 
komprehensif, mencakup seluruh 
proses ibadah haji dan umrah, mu-
lai dari pendaftaran hingga kepul-
angan, dengan fitur pelacakan real-
-time dan notifikasi.

b.	 Virtual Reality untuk simulasi ma-
nasik: Memanfaatkan teknologi 
virtual reality untuk memberikan 
pengalaman simulasi manasik haji 
yang lebih realistis dan interaktif.

c.	 Kerja sama dengan fintech: Mem-
fasilitasi pembayaran dan transaksi 
keuangan terkait ibadah haji dan 
umrah melalui platform fintech 
yang aman dan efisien.

3.	 Penguatan informasi keagamaan mela-
lui platform digital
a.	 Platform informasi: Menyediakan 

platform online yang memungkin-
kan dialog antaragama secara ter-
buka dan konstruktif, dengan mo-
derasi yang ketat untuk mencegah 
penyebaran ujaran kebencian.

b.	 Konten kreatif: Produksi konten 
kreatif, seperti: video animasi, in-
fografis, dan musik yang mengkam-
panyekan nilai-nilai moderasi bera-
gama.

c.	 Kerja sama dengan influencer aga-
ma: Memanfaatkan pengaruh to-
koh agama di media sosial untuk 
menyebarkan pesan-pesan mode-
rasi.

4.	 Optimalisasi data untuk pengambilan 
kebijakan
a.	 Center data keagamaan: Memba-

ngun center data yang terintegrasi 
untuk menyimpan dan mengolah 
data keagamaan secara kompre-
hensif, sehingga dapat digunakan 
sebagai dasar pengambilan kebijak-
an yang lebih tepat.

b.	 Analisis data untuk pemetaan po-
tensi konflik: Melakukan analisis 
data untuk mengidentifikasi dae-
rah-daerah yang rawan konflik dan 
mengambil langkah-langkah pre-
ventif.

c.	 Open data: Membuka akses data 
keagamaan tertentu untuk publik, 
dengan tetap memperhatikan aspek 
privasi dan keamanan data.

5.	  Peningkatan kualitas pendidikan aga-
ma
a.	 Platform pembelajaran online: Pe-

ngembangan platform pembelajar-
an online yang interaktif dan mena-
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rik, dengan materi yang relevan dan 
up-to-date.

b.	 Sertifikasi guru agama online: Me-
nyediakan program sertifikasi guru 
agama secara online untuk mening-
katkan kompetensi guru.

c.	 Kerja sama dengan perguruan ting-
gi: Membangun kemitraan dengan 
perguruan tinggi untuk mengem-
bangkan kurikulum pendidikan 
agama yang berbasis kompetensi.

6.	 Penguatan pengawasan dan penegakan 
hukum
a.	 Sistem pelaporan online: Menyedi-

akan sistem pelaporan online untuk 
memudahkan masyarakat melapor-
kan pelanggaran terkait agama, se-
perti ujaran kebencian atau penis-
taan agama.

b.	 Peningkatan kapasitas penegak hu-
kum: Melakukan pelatihan khusus 
bagi aparat penegak hukum untuk 
menangani kasus-kasus yang ber-
kaitan dengan tindak pidana aga-
ma.

c.	 Kerja sama dengan platform digi-
tal: Membangun kerja sama dengan 
platform digital untuk mendeteksi 
dan menghapus konten yang me-
langgar hukum.

Kemudian pemilihan alternatif kebijakan 
tersebut disesuaikan dengan sumber daya 
yang dimiliki Kemenag, target audiens yang 
ingin dijangkau, dan tujuan yang ingin dica-
pai. Kombinasi dari beberapa alternatif ke-
bijakan ini diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas manajemen digitalisasi Kemenag 
dalam mencapai target arahan Menteri Aga-
ma untuk program 2025 dan memperkuat 
informasi keagamaan di Indonesia. Salah 
satu metode yang penulis pilih adalah de-

ngan menggunakan metode matriks kepu-
tusan (decision matrix).

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Decision matrix atau matriks keputusan 
adalah suatu alat atau teknik yang diguna-
kan untuk membantu pengambilan kepu-
tusan yang kompleks atau multi-kriteria. 
Teknik ini digunakan untuk memvisualisa-
sikan dan membandingkan berbagai pilihan 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, de-
ngan tujuan membantu pengambil keputus-
an dalam memilih solusi atau opsi terbaik 
berdasarkan analisis yang sistematis.

Di bawah ini penulis sajikan hasil metode 
decision matrix dalam manajemen digita-
lisasi sebagai rencana aksi integrasi infor-
masi keagamaan di Kementerian Agama 
(Rahman dkk., 2021). Dari matriks tersebut 
alternatif kebijakan yang dipilih adalah “pe-
nguatan informasi keagamaan melalui palt-
from digital”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan

Transformasi digital di Kementerian Agama 
telah membawa angin segar dalam pengelo-
laan dan penyebaran informasi keagamaan. 
Dengan memanfaatkan teknologi, Kemen-
terian Agama telah berhasil meningkatkan 
efisiensi pelayanan, transparansi, dan akse-
sibilitas informasi bagi masyarakat. Namun, 
masih banyak tantangan yang perlu diatasi, 
seperti kesenjangan digital, keamanan data, 
dan adaptasi sumber daya manusia.

Secara garis besar kesimpulan dari policy 
paper ini adalah:

1.	 Manajemen digitalisasi Kemenag 
memiliki potensi besar untuk men-
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jadi alat Informasi keagamaan yang 
efektif dan efisien.

2.	 Kemenag telah menunjukkan ko-
mitmen dalam mengembangkan 
manajemen digitalisasi, namun 
masih ada beberapa kekurangan 
yang perlu diperbaiki.

3.	 Untuk meningkatkan efektivitas 
manajemen digitalisasi, Kemenag 
perlu melakukan beberapa langkah, 
antara lain meningkatkan kualitas 
konten, memperluas platform dis-
tribusi, melakukan promosi yang 
efektif serta melakukan evaluasi 
dan monitoring secara berkala.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut 
beberapa rekomendasi kebijakan yang ha-
rus dilakukan oleh Menteri Agama untuk 
meningkatkan efektivitas manajemen digi-
talisasi sebagai bagian aksi dari integrasi in-
formasi keagamaan di Kementerian Agama, 
yaitu:

1.	 Menetapkan Peraturan Menteri Agama 
(PMA) terkait pelayanan publik berba-
sis digital yang di dalamnya meliputi:
a.	 Standar pelayanan minimal untuk 

setiap layanan publik berbasis digi-
tal yang diselenggarakan oleh seti-
ap satuan kerja di bawah Kemente-
rian Agama.

b.	 Interoperabilitas atau kemampuan 
aplikasi dan sistem untuk secara 
aman dan otomatis bertukar data 
tanpa memandang batas-batas geo-
grafis, politik, atau organisasi antar 
sistem informasi yang digunakan 
oleh Kementerian Agama untuk 
memudahkan integrasi data dan la-
yanan.

c.	 Layanan digital dapat diakses oleh 
semua kalangan, termasuk penyan-
dang disabilitas.

d.	 Standar keamanan data yang tinggi 
untuk melindungi data pribadi dan 
informasi sensitif.

2.	 Menetapkan standar dan prosedur be-
rupa Juklak dan Juknis tentang konten 
digital keagamaan yang di dalamnya 
meliputi:
a.	 Standar konten digital keagamaan 

yang mencakup akurasi, kebenar-
an, dan etika.

b.	 Verifikasi identitas bagi pengelola 
akun media sosial dan platform di-
gital yang menyebarkan konten ke-
agamaan.

c.	 Mekanisme pelaporan yang mudah 
bagi masyarakat untuk melaporkan 
konten yang melanggar aturan.

d.	 Sanksi yang tegas bagi individu atau 
lembaga yang menyebarkan konten 
yang menyesatkan, provokatif, atau 
melanggar hukum.

3.	 Menetapkan standar dan prosedur be-
rupa Juklak dan Juknis tentang peng-
gunaan teknologi dalam kegiatan kea-
gamaan yang di dalamnya meliputi:
a.	 Penggunaan kecerdasan buatan 

(AI) dalam kegiatan keagamaan, 
seperti pengembangan chatbot atau 
asisten virtual untuk memberikan 
layanan keagamaan.

b.	 Penggunaan teknologi dalam kegi-
atan keagamaan, misalnya terkait 
dengan penggunaan suara adzan 
secara digital atau siaran langsung 
kegiatan keagamaan.

4.	 Surat Edaran atau Peraturan Dirjen 
tentang kerja sama dengan pihak ketiga 
yang di dalamnya meliputi:
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